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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah merupakan salah satu hal yang esensial dalam kehidupan 

manusia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 266,91 

juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan mencapai 270 juta jiwa.1 

Indonesia termasuk negara yang jumlah penduduknya banyak yang 

jumlahnya akan terus berkembang dan dengan pertumbuhan penduduk akan 

berdampak pada pola kehidupan masyarakat yang erat hubungannya dengan 

ketersediaan lahan. Sebagian besar rakyat Indonesia membutuhkan tanah 

untuk tiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam sektor pertanian sebagai 

salah satu sumber pangan, pembangunan perumahan sebagai salah satu 

kebutuhan pokok manusia, serta pembangunan fasilitas umum dalam 

rangka mempermudah aktivitas manusia. Jumlah tanah yang tersedia tidak 

dapat bertambah serta tidak dapat menyeimbangi jumlah penduduk dan 

kebutuhannya yang terus meningkat.  

Dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, tanah merupakan salah satu modal utama, 

baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor 

 
1 Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020, 

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-

diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/03/100-tahun-indonesia-merdeka-jumlah-penduduk-mencapai-319-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020
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produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang 

sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional. Kedudukan 

tanah dalam pembangunan nasional itu juga ternyata dari Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang 

Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain memberi amanat 

berbunyi sebagai berikut: 

“Penataan penguasaan tanah oleh negara yang diarahkan agar 

pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara 

berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.” 

 

Dalam penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak 

rakyat atas tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan 

penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Peraturan-peraturan 

mengenai pertanahan disempurnakan agar semakin terwujud sistem 

pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien. Undang-

Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut “UUPA”)2 merupakan ketentuan 

pokok yang mendasari semua peraturan yang lahir setelahnya.  

Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya UUPA, maka terjadi 

suatu perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, 

terutama dalam bidang pertanahan.3 Salah satunya ketentuan yang lahir dari 

UUPA ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (yang 

 
2 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jakarta, 24 September 1960 

3 Soeprapto, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), hal. 1 
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selanjutnya disebut “PP Pendaftaran Tanah Lama”)4 yang ditetapkan tidak 

lama setelah UUPA diundangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

demi tertibnya administrasi di bidang pertanahan adalah dengan melakukan 

pendaftaran tanah. Dengan terbitnya PP Pendaftaran Tanah Lama, landasan 

yuridis dengan pengaturan makna teknis yang ada diharapkan dapat 

terlaksana pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dan dapat diwujudkan 

tujuan dan pendaftaran tersebut secara sempurna didukung dengan sistem 

kerja yang dapat berkesinambungan serta memberikan jaminan bagi 

pemeliharaan data dan informasi pendaftaran tanah yang bersangkutan 

sehingga pada akhirnya kepastian hukum di bidang pertanahan dapat 

tercapai. Menurut Sunaryati Hartono, pada dasarnya, hukum adalah sebuah 

alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem 

hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.5 

Terdapat empat fungsi hukum dalam pembangunan nasional, yakni: 

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan; 

2. Hukum sebagai sarana pembangunan; 

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

PP Pendaftaran Tanah Lama disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang 

 
4 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1961 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2171, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

Tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta, 1961 

5 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: 

Alumni, 1991), hal. 1 
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selanjutnya disebut “PP Pendaftaran Tanah”).6 Berdasarkan ketentuan pada 

Pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah definisi pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat, erat hubungannya dengan hak atas 

tanah, pembuktiannya serta kepastian hukum.  

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang mana pihak 

yang bersangkutan dipermudah untuk mengetahui status atau kedudukan 

hukum dari tanah yang sedang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, 

yang memiliki beban di atasnya, dan dengan pendaftaran tanah juga untuk 

mencegah terjadinya sengketa. Fungsi dari pendaftaran tanah juga untuk 

memberikan jaminan bahwa nama orang yang terdaftar dalam daftar umum 

tidak dapat dibantah lagi, sekalipun orang tersebut bukan pemilik yang 

sebenarnya dari tanah yang bersangkutan.7 Ketentuan yang ada dalam PP 

Pendaftaran Tanah Lama disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai  

 
6 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesa (LNRI) Tahun 1997 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3969, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta, 8 Juli 1997 

7 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Edisi 1, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

hal. 118 
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negara agraris yang baru merdeka dengan tetap memperhitungkan semua 

kebutuhan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, 

dalam pelaksanaan pembangunan, telah terjadi banyak perubahan dan 

perkembangan terutama memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian 

hukum dan kepastian kepemilikan tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

telah terjadi perkembangan ilmu dan teknologi yang memungkinkan 

dimanfaatkannya metode pendaftaran tanah yang canggih untuk 

terwujudnya percepatan pelaksanaan dan tujuan pendaftaran tanah. 

Peraturan mengenai metode tersebut belum tertuang dalam ketentuan 

pendaftaran tanah yang ada di PP Pendaftaran Tanah Lama, sehingga 

diperlukan pula pengembangan atas kerangka landasan yang diletakkan 

dalam bentuk peraturan perundangan yang baru mengenai pendaftaran 

tanah yang sesuai dengan kondisi realitas pendaftaran tanah pada zamannya. 

Sampai dengan tahun 1997, Pemerintah telah melaksanakan pendaftaran 

tanah dengan landasan kerja dan landasan hukum pada PP Pendaftaran 

Tanah Lama. Dengan keterbatasan yang ada, pelaksanaan pendaftaran telah 

menghasilkan lebih dari 18 juta bidang tanah yang dapat didaftar. Pada 

tahun 1997, hasil tersebut dipandang masih belum memadai mengingat 

jumlah bidang tanah yang ada masih menuntut untuk didaftar di seluruh 

Indonesia yang diperkirakan 75 juta bidang. Pada tahun 2017, dari 126 juta 

bidang tanah yang ada di Indonesia, hanya 46 juta telah bersertipikat. 
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Pada tahun 2017, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, 

hanya 46 juta yang telah bersertipikat.8 Pada tahun 2019, jumlah bidang 

tanah yang telah bersertipikat telah meningkat menjadi 62 juta, dan 

ditargetkan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia tersertipikatkan pada 

tahun 2025.9 Pendaftaran tanah yang diatur dalam UUPA Pasal 19, 23, 32 

dan 38, ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP Pendaftaran Tanah yang 

merupakan penyempurnaan dari PP Pendaftaran Tanah Lama. Sesuai 

ketentuan tersebut, pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan 

dengan dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan secara 

sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan PP Pendaftaran 

Tanah Pasal 1 angka 10 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran 

tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan. Sedangkan sporadik berdasarkan PP Pendaftaran Tanah 

Pasal 1 angka 11 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.  

Melalui langkah operasional dengan melaksanakan pendaftaran 

tanah secara besar-besaran yaitu pendaftaran tanah secara sistematik 

sebagai pengembangan dan model pendaftaran tanah desa demi desa yang 

 
8 Jokowi: Dari 126 Juta Bidang Tanah, Baru 46 Juta yang Bersertifikat, 

<https://m.detik.com/finance/properti/d-3635041/jokowi-dari-126-juta-bidang-tanah-baru-46-juta-

yang-bersertifikat> diakses pada tanggal 18 Desember 2019 
9 2025, Pemerintah Targetkan 126 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi, 

<https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1280488/2025-pemerintah-targetkan-126-

juta-bidang-tanah-tersertifikasi> diakses pada tanggal 19 Desember 2019 

https://m.detik.com/finance/properti/d-3635041/jokowi-dari-126-juta-bidang-tanah-baru-46-juta-yang-bersertifikat
https://m.detik.com/finance/properti/d-3635041/jokowi-dari-126-juta-bidang-tanah-baru-46-juta-yang-bersertifikat
https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1280488/2025-pemerintah-targetkan-126-juta-bidang-tanah-tersertifikasi
https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1280488/2025-pemerintah-targetkan-126-juta-bidang-tanah-tersertifikasi
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dianut oleh PP Pendaftaran Tanah Lama, yakni mendaftar semua bidang 

tanah di suatu wilayah yang ditentukan, diharapkan dapat memberi hasil 

yang lebih besar dalam waktu yang relatif lebih singkat, karena 

pengumpulan data pendaftaran tanahnya dilakukan secara serentak 

mengenai semua bidang tanah yang ada di wilayah tersebut. Diperlukannya 

pengaturan dalam hal pemilikan, penguasaan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 

persengketaan. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak 

atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping 

bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.10 Jaminan kepastian hukum yang 

dimaksud tercantum pada UUPA pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:  

“Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

 

Menurut Urip Santoso, hak atas tanah merupakan hak yang 

memberikan wewenang kepada pemegangnya, baik perorangan, kelompok 

orang secara bersama-sama, maupun badan hukum, untuk memakai yaitu 

menguasai, menggunakan, maupun mengambil manfaat dari suatu bidang 

tanah tertentu.11 Sedangkan menurut Maria S.W Sumardjono, hak atas tanah 

merupakan suatu hubungan hukum yang didefinisikan sebagai hak atas 

 
10 Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme 

Fungsi Agraria, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 19 

11 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada 

Media, 2005), hal. 82 
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permukaan bumi yang memberikan wewenang terhadap pemegangnya 

untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta dengan tubuh bumi 

meliputi air serta ruang di atasnya dan diperlukan bagi kepentingan umum 

yang memiliki hubungan langsung dengan penggunaan tanah itu, dalam 

batas-batas menurut UUPA serta peraturan hukum lainnya.12 Undang-

undang kemudian memberikan hak bagi masyarakat untuk mendaftarkan 

tanahnya tidak hanya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum. 

Berdasarkan ketetapan diatas, mengandung pengertian bahwa hal-hal yang 

bersangkutan dengan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah wajib 

untuk didaftarkan baik yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan 

hukum, ke kantor pertanahan supaya mendapatkan kepastian hukum hak 

atas tanah yang dimiliki atau yang dikuasainya. Pendaftaran tanah 

dilaksanakan berdasarkan azas-azas yang terdapat dalam PP Pendaftaran 

Tanah Pasal 2 yaitu: 

1. Sederhana; 

2. Aman; 

3. Terjangkau; 

4. Mutakhir; dan 

5. Terbuka.  

Pendaftaran tanah yang telah dilakukan dikonversi ke dalam bentuk 

sertipikat sebagai bukti autentik kepemilikan nilai ekonomis dalam 

 
12 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cetakan 

Pertama, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 128 
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masyarakat karena sertipikat merupakan bagian dari surat-surat berharga. 

Pemberian hak atas tanah di Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (yang selanjutnya disebut “BPN”) dalam rangka memberi jaminan 

dan kepastian hukum yang dapat mencakup secara keseluruhan di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Basis data pertanahan di Indonesia harus 

dicakup secara keseluruhan, maka BPN sudah seharusnya menerapkan 

teknologi informasi yang mana sistem ini tidak hanya bagi BPN, namun 

memberi informasi kepada masyarakat, juga mengelola data pertanahan dan 

merupakan bentuk perubahan pola pelayanan kepada masyarakat. Tingkat 

permohonan pelayanan pertanahan akan bertambah yang mana melampaui 

kemampuan pegawai untuk menyelesaikan. Dalam seharinya, kantor 

pertanahan Jakarta Selatan menerima total 400 sampai dengan 500 berkas. 

Seiring berkembangnya zaman yang mana tidak dapat dipungkiri teknologi 

juga ikut berkembang. Salah satu upayanya dalam melakukan perubahan 

pola layanan kepada masyarakat adalah dari pelayanan manual menjadi 

pelayanan yang berbasis komputer  yang dimulai sejak tahun 1997. 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (yang selanjutnya disebut “KKP”) yang 

dulunya dikenal dengan sebutan Land Office Computerization atau LOC 

adalah aplikasi terhadap sistem pelayanan pertanahan yang berjalan pada 

kantor pertanahan di lingkungan BPN. Tujuan diadakannya KKP ini adalah 

untuk terciptanya tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan 

mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, meningkatkan kualitas 
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informasi pertanahan BPN, mempermudah pemeliharaan data pertanahan, 

menghemat space/storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam 

bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia pegawai BPN di bidang teknologi informatika, melakukan 

standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah 

pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu informasi 

pertanahan yang handal.13 Terdapat enam kegiatan utama untuk mencapai 

tujuan-tujuan diatas yaitu dengan dilaksanakannya enam kegiatan utama, 

meliputi:  

1. Instalasi perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan 

aplikasi serta jaringan (Local Area Network); 

2. Pelatihan bagi sistem administrator, operator, manajemen dan 

kepala kantor selaku pimpinan tertinggi; 

3. Sosialisasi bagi kepala kantor dan staff pelaksana; 

4. Pendamping pada masa implementasi; 

5. Konversi data tekstual dan spasial dari bentuk hardcopy menjadi 

digital; dan 

6. Dukungan terhadap permasalahan sistem maupun aplikasi dari BPN 

pusat.  

Pembaharuan agraria, sebagai program andalan BPN yang telah 

dicanangkan pemerintah, menuntut terciptanya pelayanan pertanahan yang 

 
13 https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan, diakses pada 15 

September 2019 

 

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan
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tertib, cepat, dan terintegrasi. Data spasial merupakan data yang memiliki 

gambaran mengenai wilayah yang terdapat di permukaan bumi yang 

direpresentasikan dalam bentuk grafik, peta, gambar dalam format digital. 

Ekspansi KKP berawal dari tahun 2002, dengan bertambahnya jumlah 

kantor pertanahan yang mengimplementasikannya, dimulainya pula 

penggunaan basis data spasial walaupun masih terpisah dengan basis data 

tekstual serta mulai dikonversi data spasial.14  

Dengan dilaksanakannya KKP telah terjadi tranformasi layanan 

publik bidang pertanahan di kantor pertanahan. Untuk permohonan, 

pengecekan, sertipikat hak atas tanah, sudah dapat dipantau melalui 

komputer secara lebih tertib dan berurutan serta terbentuknya basis data 

pertanahan yang up to date dan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan 

informasi pertanahan. Dengan diimplementasikannya KKP di berbagai 

kantor pertanahan seluruh Indonesia, dibangunnya pula database 

pertanahan melalui digitalisasi data pertanahan yang mencakup data 

tesktual seperti Buku Tanah dan data spasial seperti Surat Ukur dan Peta 

Pendaftaran Tanah. Tentunya dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat 

mempermudah  dan membantu kegiatan pendaftaran hak atas tanah secara 

efisien. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KKP adalah salah satu 

komponen yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian program 

tersebut. Namun, sebagai suatu sistem yang baru, meskipun sebenarnya 

 
14 https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan, diakses pada 11 

September 2019 

 

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan
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untuk beberapa kantor pertanahan di wilayah Pulau Jawa telah dimulai 

sekitar sepuluh tahun yang lalu, aplikasi KKP ini masih memiliki dan 

menghadapi banyak persoalan atau kendala, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, seperti basis data yang tidak up to date, kurangnya tenaga 

kerja, fasilitas yang tidak memadai atau tidak terjangkau oleh calon 

pendaftar tanah dan kendala sehubungan dengan kepemilikan sertipikat hak 

atas tanah. Dalam ketidaksempurnaan ini, BPN terkesan “terlalu 

memaksakan diri” untuk dapat mengimplementasikan aplikasi KKP pada 

semua kantor pertanahan di seluruh Indonesia tanpa memandang perbedaan 

karakteristik masing-masing kantor pertanahan, apalagi mengingat bahwa 

untuk pendaftaran tanah secara manual banyak kendala bagaimana dengan 

yang online.  

Oleh sebab itu akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini apakah 

pendaftaran tanah melalui KKP memenuhi azas-azas pendaftaran tanah 

sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah Pasal 2 dan bagaimana menyelesaikan 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan pendaftaran tanah melalui 

KKP di Jakarta Selatan khususnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

melakukan penelitian dengan judul “ASPEK YURIDIS TERHADAP 

PENDAFTARAN TANAH MELALUI KOMPUTERISASI KANTOR 

PERTANAHAN DI JAKARTA SELATAN”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah proses pendaftaran tanah melalui Komputerisasi Kantor 

Pertanahan di Jakarta Selatan memenuhi azas-azas pendaftaran tanah 

sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah? 

2. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan 

dengan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Komputerisasi Kantor 

Pertanahan di Jakarta Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah proses pendaftaran tanah 

melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan di Jakarta Selatan memenuhi 

azas-azas pendaftaran tanah sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana menyelesaikan 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran 

tanah melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan di Jakarta Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan untuk 

masyarakat luas khususnya civitas academia.  

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat secara luas, khususnya untuk calon pendaftar tanah.  

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini terdiri dari tujuh bagian 

yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan menguraikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual 

yang merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori,  

pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian. 

 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang akan 

menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, 



 

 15 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, 

defenisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

uji coba penelitian, analisis data dan lain sebagainya. 

 

 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Isi dari bab ini merupakan analisis hukum atas permasalahan yang 

terjadi dan cara penyelesaiannya. Pada bab ini penulis akan 

menguraikan penjelasan dari hasil penelitian yang akan menjelaskan 

tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

disertai dengan  saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

 


